BAB VI
SARAN

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah:

1.

Calon apoteker harus melatih diri untuk bisa menumbuhkan rasa
peduli, berempati serta dapat cermat dalam pemilihan obat untuk
pasien sehingga efek terapeutik yang diinginkan dapat tercapai
Calon apoteker sebaiknya lebih memperkuat fondasi dalam hal
ilmu pengetahuan sehingga ketika berinteraksi dengan tenaga
kesehatan yang lain maupun dengan pasien dapat menyampaikan
dengan tepat dan dapat dimengerti dengan mudah.

Apoteker sebaiknya lebih memperkenalkan diri saat melakukan
KIE dan lebih banyak dilakukan penyampaian terapi non
farmakologi.

Calon apoteker sebaiknya diberi kesempatan yang lebih banyak
dalam melakukan kunjungan ke rumah pasien dan harus
dipersiapkan dengan cara pemberian tugas dalam penanganan obat
resep maka ketika berinteraksi dengan pasien calon apoteker dapat
menjelaskan dengan tepat dan mudah dimengerti, sehingga
eksistensi apoteker dapat meningkat.

Follow up ke pasien tentang penggunaan obat sebaiknya perlu
dilakukan supaya pasien beranggapan bahwa apoteker
memperhatikan kondisinya dan dapat meningkatkan peran

apoteker di masyarakat.
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